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ABSTRAK

CATATAN

: - Bahwa berdasarkan World Customs Organization SAFE Framework of Standards to Secure and

Facilitate Global Trade, perlakuan kepabeanan khusus yang direkomendasikan untuk
diterapkan terhadap Authorized Economic Operator berupa pemeriksaan pabean secara
selektif dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan
Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, perlu pengaturan kebijakan dan
pengembangan teknologi informasi kepabeanan dan cukai untuk Authorized Economic
Operator dalam rangka peningkatan kelancaran pelaksanaan ekspor dan impor untuk
mendukung iklim investasi dan iklim usaha.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No.75, TLN No.3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17
Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.93, TLN No.4661), Keppres Rl 56/P Tahun 2010.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Operator Ekonomi dapat diakui sebagai AEO sepanjang memenuhi standar sebagaimana
dipersyaratkan dalam SAFE FoS. Operator Ekonomi yang mendapat pengakuan sebagai AEO
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh perlakuan kepabeanan tertentu.
Operator Ekonomi yang dapat diberikan pengakuan sebagai AEO sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) adalah importir, eksportir, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, atau
pengusaha tempat penimbunan berikat. Untuk mendapatkan pengakuan sebagai AEO,
Operator Ekonomi harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal. Dalam hal
permohonan disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan mengenai
pengakuan Operator Ekonomi sabagai AEO. Pelaksanaan penerapan persyaratan untuk
mendapat pengakuan sebagai AEO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan pemberian
perlakuan kepabeanan terhadap Operator Ekonomi yang telah mendapat pengakuan sebagai
AEO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, memperhatikan Perjanjian Pengakuan Timbal Balik
(Mutual Recognition Agreement) mengenai AEO. Perjanjian Pengakuan Timbal Balik (Mutual
Recognition Agreement) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan kesepakatan
bersama dengan negara lain yang mengatur mengenai pengakuan AEO. Perjanjian Pengakuan
Timbal Balik (Mutual Recognition Agreement) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain
memuat persyaratan AEO, perlakuan kepabeanan terhadap AEO dan pengakuan AEO terhadap
suatu operator ekonomi antar kedua negara secara timbal balik. Penerapan ketentuan
mengenai AEO sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini mengacu kepada
prinsip-prinsip dalam SAFE FoS yang dapat dilakukan secara bertahap berdasarkan peraturan
perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan
untuk memperoleh pengakuan AEO, rincian persyaratan AEO dan rincian perlakuan
kepabeanan terhadap AEO, penetapan AEO, dan tata cara penyusunan Perjanjian Pengakuan
Timbal Balik (Mutual Recognition Agreement), diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

: - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 9 Desember 2010.



